SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



(3)

ff.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 84

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan
Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang
Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;

pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Bidang Kesehatan
Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang
Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Bidang
Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya
Kesehatan;

pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Bidang
Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya
Kesehatan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan terdiri atas:

TOoBEITRTTER O QOO

Sekretariat;

Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Bidang Kesehatan Masyarakat;

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
Seksi Surveilans dan Imunisasi;

Bidang Pelayanan Kesehatan,;

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

Bidang Sumber Daya Kesehatan;

. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.



(1)

(3)

(1)

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 85

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi,

serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-

Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait
perencanaan dan evaluasi;

b. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait
keuangan,;

c. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait
umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi Perangkat Daerah;

e. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;

f. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 86

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian,
pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan
pengadministrasian umum;

b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga
dan aset;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
pengembangan pegawai;

d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;

e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik
daerah di lingkungan dinas kesehatan mulai dari rencana kebutuhan,
pengadaan, penomoran, inventaris, penyimpanan, penggunaan,
perawatan serta inventaris ruangan, serta penyusunan neraca aset;

f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan,
informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap
seluruh jabatan;

g. penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan wunit
organisasi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



(1)

(2)

Paragraf 2
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 87

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan,
koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, kesehatan jiwa, Kesehatan kerja, Kesehatan
tradisional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;

b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait, promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat;

c. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Kesehatan jiwa,
Kesehatan kerja;

d. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan
tradisional; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 88

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat;

b. pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;

c. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan
pengendalian program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
secara terpadu dan konfrehensif guna optimalisasi keberlangsungan
program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



(1)

(1)

(2)

(3)

Pasal 89

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,
fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Seksi
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l), Seksi

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan

fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

b. pelaksanaan program-program seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

c. pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian
program seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan
program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 90

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan
kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan
terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungan
surveilans dan imunisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait pencegahan dan
pengendalian penyakit menular;

b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait, pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan lingkungan;

c. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait surveilans dan
imunisasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

b. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Pasal 91

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,



(1)

(1)

(2)

fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan

fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular;

b. pelaksanaan = program-program  pelayanan  Pencegahan  dan
Pengendalian Penyakit Menular;

c. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan
pengendalian program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan
program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 92

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Surveilans dan
imunisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Surveilans dan imunisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi Surveilans dan
imunisasi, karantina kesehatan dan kesehatan haji;

b. pelaksanaan program-program pelayanan Surveilans, imunisasi,
karantina kesehatan dan kesehatan haji;

c. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan
pengendalian program Surveilans, imunisasi, karantina kesehatan
dan kesehatan haji;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
secara terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan
program Surveilans, imunisasi, karantina kesehatan dan kesehatan
haji; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 93

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan,
koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait
pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu
pelayanan Kesehatan/ pembiayaan jaminan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi:



(3)

(1)

(2)

(2)

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan kesehatan
primer;

b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, perizinan,
fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan
kesehatan rujukan;

c. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait mutu pelayanan
Kesehatan/ pembiayaan jaminan kesehatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Pasal 94

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Primer.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pelayanan
kesehatan primer;

b. pelaksanaan program-program pelayanan Pelayanan Kesehatan Primer;

c. pelaksanaan fasilitas, bimbingan teknis, pengawasan, dan
pengendalian program Pelayanan Kesehatan Primer;

d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara
terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program
Pelayanan Kesehatan Primer;

e. pelaksanaan fasilitas akreditasi pelayanan kesehatan primer dalam
upaya peningkatan mutu;

f. pelaksanaan pengawasan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di
puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 95

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan

koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan kesehatan

Rujukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan rujukan;

b. pelaksanaan fasilitas akreditasi pelayanan kesehatan rujukan dalam
upaya peningkatan mutu;

c. penyelenggaraan dukungan penanggulangan krisis kesehatan;



(2)

(3)

d. pelaksanaan kajian teknis untuk pemberian izin operasional RS kelas B
dan sarana kesehatan lain sesuai peraturan perundang- undangan;

e. penyiapan perumusan kebijakan operasional Badan Pengawas Rumah
Sakit (BPRS) provinsi kepulauan riau meliputi sumber daya manusia,
anggaran, fasilitas dan regulasi;

f. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
pelayanan pemeriksaan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)
termasuk sistem informasinya di sarana kesehatan CPMI;

g. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara
terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program
pelayanan kesehatan rujukan sesuai kewenangannya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 96

Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi,

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan
alat kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang

sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan
koordinasi serta pembinaan teknis terkait kefarmasian dan alat
kesehatan;

b. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait sumber daya manusia
kesehatan;

c. penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi
dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembiayaan dan
jaminan kesehatan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 97

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan

koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian,

Alat Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pelayanan Kefarmasian, Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Dan

Rumah Tangga (PKRT) menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kegiatan pelayanan
kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dan rumah
tangga;



(1)

(2)

pelaksanaan program-program pelayanan kefarmasian, alat kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT);

pelaksanaan  pengkajian teknis mengenai perizinan bidang
kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT sesuai peraturan perundang-
undangan;

penyelenggaraan penerbitan surat tanda registrasi tenaga teknis
kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, dan pengawasan program
pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan dan
rumah tangga termasuk kosmetika, narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya;

pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara
terpadu dan komprehensif guna optimalisasi keberlangsungan program
pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan
Rumah Tangga (PKRT) sesuai kewenangannya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 98

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan
koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

pengumpulan dan pengolahan data/informasi sumber daya manusia
kesehatan;
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan dan melaksanakan kesekretariatan Majelis Sumber
Daya Manusia Kesehatan dalam pembinaan dan pengawasan tenaga
kesehatan;

. penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana

kebutuhan SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;

. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis dan koordinasi

penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pembinaan jabatan
fungsional kesehatan;

. pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat

provinsi dan kesekretariatan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI),
pelayanan administrasi tenaga kesehatan penugasan khusus dan
fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan dalam pengendalian
mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;

pelaksanaan fasilitasi pengusulan SDM kesehatan peserta program
beasiswa tugas belajar, Program Pendidikan Dokter Spesialis / Dokter
Gigi Spesialis (PPDS - PPDGS) dan pengelolaan administrasi tenaga
kesehatan program Nusantara Sehat dan pengelolaan administrasi
peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS);

. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam Melaksanakan

koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan Warga
Negara Asing (WNA);



h. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor secara

terpadu dan konfrehensif guna optimalisasi keberlangsungan program
sumber daya manusia kesehatan sesuai kewenangannya; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 99

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
Pasal 100

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di

bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah Provinsi.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina
Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan
Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Sumber Daya Air, Bina
Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang dan
Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Sumber
Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan
Ruang dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Sumber Daya
Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Penataan Ruang
dan Pertanahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi;

f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;

g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

a. Sekretariat;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Sumber Daya Air

d. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;



DINAS PERUM AHAN DAN KAW ASAN
PERMUKIMAN TIPE B

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR
TANGGAL

DINAS PERUM AHAN DAN KAW ASAN
PERMUKIM AN

UPTD

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG PERUMAHAN

BIDANG
PRASARASA,SARANA DAN
UNTILITAS UMUM (PSU)

BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD
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